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BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan tanggung jawab
Pemerintah Australia terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat
seabed oil mining oleh PT. T. Exploration and Production Australasia yang
merugikan Indonesiamesti dituangkan dalam bentuk bilateral agreement antara
Australia dan Indonesia, dan bilateral agreement tersebut mesti mengatur hal-
hal pokok, yakni unsur tanggung jawab negara, bentuk tanggung jawab negara,
macam tanggung jawab negara, lembaga yang menghitung besaran kompensasi,
pembedaan tanggung jawab antara pemerintah negara dengan operator
(perusahaan minyak), penghapusan tanggung jawab, wilayah keberlakuan
agreement serta kualifikasi oil mining dalam arti off-shore oil mining atau deep
sea oil mining.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mengajukan saran sebagai berikut :
1. Pemerintah Indonesia perlu mengupayakan untuk melanjutkan

perundingan yang pernah dilakukan sebelumnya dengan Pemerintah

Australia untuk membuat kesepakatan tentang pengaturan tanggung jawab

negara terhadap pencemaran laut lintas batas sebagai akibat seabed oil

mining. Inisiatif pelaksanaan perundingan sebaiknya dimulai dari pihak

Pemerintah Indonesia karena Indonesia adalah negara yang lebih
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berpotensi dirugikan apabila terjadi kegagalan dalam kegiatan seabed oil
mining.

. Pengaturan tanggung jawab negara terhadap pencemaran laut lintas batas
sebagai akibat seabed oil mining tersebut perlu diatur dalam bentuk
bilateral agreement, dan perlu mengadopsi ILC Draft Articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) dengan

disempurnakan lagi.
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